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ABSTRAK

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepilisian negara
Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada
tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan
menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang
dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Namun dalam prakiek di lapangan masih
ada Polisi yang melakukan penangkapan tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1)
KUHAP.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian ini penelitian hukum
empiris. Penelitian hukum Empms adalah suatu metode penelitian hukum
yangmenggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik
perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang
dilakukan melalui pengamatan langsung.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sanksi hukum bagi penyidik
yang melakukan penangkapan tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat 1| KUHAP
dan apakah faktor penyebab terjadinya penangkapan yang tidak memenuhi Pasal 18
Ayat | KUHAP

Simpulan akibat hukum bagi penyidik yang melakukan penangkapan tidak
memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat 1 KUHAP maka penangkapan tersebut tidak sah.

Adapun langkah hukum yang bisa dilakukan adalah mengajukan praperadilan ke Pengadilan
Negmi agar hakim menyatakan penangkapan tersebut tidak sah dandapat menutut ganti
kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP: upaya preemtif, upaya preventif
(pencegahan) dan upaya represif (penindakan)

Rekomendasi kepada Kepolisian perlu membuat peratuan yang lebih jelas
mengenai sanksi kodeetik yang dapat dijatuhkan kepada penyidik yang melakukan
kesalahan dalam penangkapan tidak sah
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PENUTUP
A Kesimpulan

1. Sanksi Hukum Bagi Penyidik Yang Melakukan Penangkapan Tidak
~ Memenuhi Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
b Sﬂlihukumbagipcuyidikymgmelakukml penangkamm

nuhi ketentuan Pasal 18 Ayat 1| KUHAP maka penangkapan tersebut
sah. Adapun langkah hukum yang bisa dilakukan adalah mengajukan
dilan ke Pengadilan Negeri agar hakim menyatakan penangkapan
yut tidak sah dandapat menutut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam
al 77 KUHAP yang berbunyi: Pengadilan negeri berwenang untuk
. ksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-
ini tentang :

sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan;

kerugian dan atau rehabilitasi bagi scorang yang perkara
ya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”
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a. Pada Kasus seseorang yang tertangkap tangan maka tertangkapnya

|
i
|

seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana,
d. Sesudah beberapa saat tindak pidana ity dilakukan,

e Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang
; annya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda

duga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu
ng menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

'- An perlu membuat peratuan yang lebih jelas mengenai sank;si.kode
dapat dijatuhkan kepada penyidik yang melakukan kesalahan

* (apar tidak sah
onesia diharapkan dapat berjalan dengan semestinya agar

keadlhndankepastmnhukumbagxsempmm
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